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Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dalam rangka menjamin akuntabilitas

kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dan FKRTL dapat disampaikan hal

sebagai berikut :

a. SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/202 diberlakukan untuk tenaga
kesehatan yang menangani pasien Covid-19 dan bekerja di fasyankes yang
melayani pasien Covid-19.

b. Relaksasi kepengurusan STR dan/atau SIP bagi para tenaga kesehatan sesuai
SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 hanya diperuntukkan bagi
daerah yang Instansi Perizinan dan Organisasi Profesinya mengalami kendala
dalam memberikan pelayanan administrasi perizinan akibat Covid-19.

¢. Ruang lingkup tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang
terlibat dalam penanganan pasien Covid-19 dan dibuktikan dengan surat
keterangan dari pimpinan faskes.

d. Dokumen relaksasi kepengurusan STR dan/atau SIP tenaga kesehatan dapat
digunakan sebagai pembuktian seorang tenaga kesehatan masuk dalam
kriteria yang diatur dalam SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020
yaitu sebagai berikut :

1) STR dan/atau SIP lama

2) Surat keterangan bahwa STR dan /atau SIP lama dalam pengurusan

3) Surat penugasan dan/ atau laporan pimpinan Rumah Sakit atau pimpinan
instansi kesehatan tempat tenaga kesehatan yang menggunakan relaksasi
tersebut bekerja.

e. Selain kondisi pada poin a dan b, proses perizinan tenaga medis berlaku sesuai
ketentuan perundangan (wajib ada SIP).

f. Persyaratan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan (FKTP dan FKRTL), Apotek
PRB, Laboratorium PRB, dan penetapan tarif kapitasi serta legalitas
persetujuan klaim (klaim FKRTL, dan klaim non kapitasi FKTP) dalam hal
persyaratan SIP tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan.

g. Pemberlakuan SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 terhitung sejak

tanggal diterbitkannya Surat Edaran oleh Menteri Kesehatan yaitu tanggal 29
Desember 2020.

Untuk menjamin kesinambungan pelayanan bagi peserta JKN-KIS, maka Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (FKTP dan FKRTL) memastikan wupdating data SIP dan
dokumen tenaga kesehatan di aplikasi HFIS (Health Fasilities Information System)
secara berkala.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima

2. Ketua PERSI Korwil Surabaya
3. Ketua Asosiasi Fasilitas Kesehatan
4. Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur

5. Arsip
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